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KOMISI PEMILlHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG
NOMOR85/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPANALATPERAGAKAMPANYEDANBAHANKAMPANYE
PADAPEMILIHANBUPATIDANWAKILBUPATIBATANGTAHUN2017

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUMKABUPATENBATANG,

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB III huruf B angka (2)
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
123 /Kpts/KPU /TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang ten tang Penetapan Alat Peraga
Kampanye dan Bhan Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenjKota
sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum KabupatenjKota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KabupatenjKota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KabupatenjKota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan
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Mernerhatikan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 902);

11. Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 7 Tahun 2015
tentang Kampanye Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nornor 670),
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Kornisi Pernilihan
Urnurn Nornor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 7 Tahun 2015
tentang Karnpanye Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/ at au Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2016 Nornor 1388);

12. Peraturan Kornisi Pernilihan urnurn Nornor 9 tahun 2015 tentang
Pencalonan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nornor 720),
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Kornisi Pernilihan
urnurn Nornor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas
Peraturan Kornisi Pernilihan urnurn Nornor 9 tahun 2015 tentang
Pencalonan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesai Tahun 2016 Nornor 1373);

13. Keputusan Kornisi Pernilihan Urnurn Nornor 123/ Kpts / KPU /
Tahun 2016 tentang Pedornan Teknis Pelaksanaan Karnpanye
Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil
Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

14. Keputusan Kornisi Pernilihan Urnurn Kabupaten Batang Nornor
77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Kornisi Pernilihan Urnurn
Kabupaten Batang Nornor 14/Kpts/KPU-Kab-
012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedornan Teknis Tahapan ,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan Bupati dan
Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

15. Keputusan Kornisi Pernilihan Urnurn Kabupaten Batang Nornor
88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta
Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017;

16. Keputusan Kornisi Pernilihan Urnurn Kabupaten Batang Nornor
89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan
Nornor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalarn
Pernilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017.

1. Berita Acara Rapat Pleno Nornor: 61 /BA/X/20 16 Penetapan Alat
Peraga Karnpanye dan Bahan Karnpanye pada Pernilihan Bupati
dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

---------- -------------_.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATENBATANG
TENTANG PENETAPANALAT PERAGA KAMPANYEDAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANGTAHUN2017.
: Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagai
berikut:
A. Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho, Umbul-umbul dan

Spanduk ditetapkan :
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memfasilitasi

pembuatan APKuntuk masing - masing pasangan calon
5 (Lima) buah.

2. Ukuran Alat Peraga Kampanye :
a. Baliho : Lebar 3 meter x Tinggi 4 meter.
b. Umbul- Umbul : Tinggi 3 meter x Lebar 0,75 meter.
c. Spanduk : Panjang 5 meter x Lebar 1 meter.

B. Bahan Kampanye berupa Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster
ditetapkan :
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memfasilitasi

pembuatan Bahan Kampanye untuk masing - masing
pasangan calon paling banyak 246.847 lembar.

2. Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye :
a. Selebaran : Panjang 21 em x Lebar 8,25 em, sebanyak

246.8471embar.
b. Brosur : Panjang 29,7 em x Lebar 21 cm, sebanyak

246.847 lembar.
c. Pamflet : Panjang 29,7 ern x Lebar 21 em, sebanyak

246.8471embar.
d. Poster : Panjang 60 em x Lebar 40 em, sebanyak

61.7121embar.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan
Pemilihan Urnurn Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2016.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Oktober 2016

KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATENBATANGSalinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd.

ADIPRANOTO

Djoko Setyono
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